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Dinyatakan Selesai  



TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI 

 

1. BPK menyerahkan surat tugas kepada Sekjen DPR RI untuk melakukan audit Laporan 
Keuangan DPR RI atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan permintaan data-data 
terkait audit melalui forum entry meeting yang dihadiri oleh Inspektorat Utama dan seluruh 
eselon 1. 

2. BPK melakukan proses audit Laporan Keuangan DPR RI atau Pemeriksaan Dengan 
Tujuan Tertentu 

3. BPK RI menyampaikan draft temuan atas audit Laporan Keuangan atau Pemeriksaan 
Dengan Tujuan Tertentu kepada Sekjen DPR RI. 

4. Sekjen DPR RI menyerahkan draft temuan kepada Auditi/Entitas yang diperiksa dan 
Inspektorat Utama. 

5. Sekjen melalui Inspektorat Utama bertanggungjawab memantau proses tindak lanjut 
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan membentuk Tim TLHP. 

6. Inspektorat Utama memanggil Auditi/Entitas yang diperiksa dalam forum rapat yang 
dihadiri oleh BPK untuk dapat memberikan tanggapan/sanggahan atas temuan 
pemeriksaan BPK. 

7. Auditi/Entitas yang diperiksa memberikan surat tanggapan atas temuan pemeriksaan 
kepada BPK RI beserta dokumen pendukung (evidence). 

8. BPK melakukan verifikasi atas tanggapan Auditi beserta dokumen pendukung. 
Tanggapan beserta dokumen pendukung atas temuan yang dinyatakan sesuai oleh BPK 
akan dihapuskan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Sedangkan tanggapan beserta 
dokumen pendukung atas temuan yang belum dinyatakan sesuai oleh BPK akan masuk 
ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. 

9. BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyerahkan kepada Sekjen DPR RI 
untuk disampaikan kepada Auditi/Entitas yang diperiksa dan Inspektorat Utama. 

10. Sekjen menyampaikan surat pemberitahuan atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI 
kepada Auditi /Entitas yang diperiksa.  

11. Auditi/Entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti temuan BPK RI dengan membuat 
rencana aksi dan menyampaikan dokumen pendukung (evidence) terkait temuan kepada 
BPK RI paling lambat 60 hari kerja sejak LHP diterima.   

12. Inspektorat Utama melaksanakan pemantauan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK dan pengumpulan dokumen pendukung (evidence) sesuai dengan rekomendasi BPK 

13. Auditi/Entitas yang diperiksa menyerahkan rencana aksi dan dokumen pendukung 
(evidence) terkait temuan kepada BPK RI melalui Sekjen DPR. 

14. Inspektorat Utama melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan 
pemutakhiran data dokumen pendukung (evidence) tindak lanjut rekomendasi dan 
menyerahkan kepada BPK RI, serta memasukan data dokumen pendukung (evidence) 
ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) pada website BPK 
RI. 

15. BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 
yang berisikan temuan terbaru ditambah saldo temuan tahun-tahun sebelumnya yang 
belum selesai ditindaklanjuti setiap semester. 


